
 
 

UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA 

NOMOR 3 TAHUN 1954 
TENTANG 

PENETAPAN UNDANG-UNDANG DARURAT NO. 1 TAHUN 1953 TENTANG 
MEMUNGUT OPSENTEN ATAS BEA-MASUK (LEMBARAN-NEGARA NO. 7 

TAHUN 1953) SEBAGAI UNDANG-UNDANG 
 

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA, 
  
Menimbang : a. bahwa Pemerintah berdasarkan Pasal 96 ayat 1 Undang-

Undang Dasar Sementara Republik Indonesia telah menetapkan 
Undang-undang Darurat tentang tambahan pokok bea 
(opsenten) atas bea-bea masuk (Undang-undang Darurat No. 1 
tahun 1953); 

  b. bahwa peraturan-peraturan yang termaktub dalam Undang-
undang Darurat tersebut perlu ditetapkan sebagai Undang-
undang; 

Mengingat : Pasal 89 dan Pasal 97 Undang-Undang Dasar Sementara Republik 
Indonesia; 

 
Dengan persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat 

  
MEMUTUSKAN : 

Menetapkan : UNDANG-UNDANG TENTANG PENETAPAN UNDANG-
UNDANG DARURAT NO. 1 TAHUN 1953 TENTANG 
MEMUNGUT OPSENTEN ATAS BEA-MASUK (LEMBARAN-
NEGARA NO. 7 TAHUN 1953) SEBAGAI UNDANG-UNDANG. 

  
Pasal I 

 
Peraturan-peraturan yang termaktub dalam Undang-undang Darurat No. 1 tahun 1953 tentang 
memungut opsenten atas bea- masuk (Lembaran Negara No. 7 tahun 1953) ditetapkan sebagai 
Undang-undang yang berbunyi sebagai berikut: 
 
 
 

 



Pasal I 
  
Atas bea-masuk menurut tarip termaktub dalam lampiran A yang dimaksud dalam pasal 1 
"Indische Tariefwet", yang ditetapkan dengan Undang-undang tertanggal 29 Desember 1933 
(Indisch Staatsblad 1934 No. 1), sebagaimana kemudian telah diubah dan ditambah, terakhir 
dengan Undang-undang No. 12 tahun 1952 (Lembaran Negara No. 57 tahun 1952) dipungut 50 
opsenten. 
  

Pasal 2 

  
Dari pemungutan opsenten dikecualikan beamasuk yang dipungut menurut: 
a)   pos 121 - I "Tabak-onbewerkte of niet gefabriceerde (tabak in bladen, vers of 

gedroogd), al of niet gestript; onbewerkte tabaksstelen"; 
b)   pos-pos 159 dan 160, sepanjang bea-masuk menurut pos-pos ini disamakan 

dengan jumlah Cukai Barang Sulingan. 
  

Pasal 3 
  
Menteri Keuangan berhak untuk menghapuskan atau menurunkan banyaknya opsenten ini, 
bilamana keadaan keuangan Negara mengizinkan. 
  

Pasal II 
  
Undang-undang ini mulai berlaku pada 1 Januari 1953.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


